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Abstract: ‘Urfin ushul figh is categorized as a source of Islamic law or
a valid (disputed) Islamic legal proposition, but in the various
products of Islamic jurisprudence that exist, it turns out that all
schools use ‘urf as a source of law. The categorization seems to
contradict the facts of the existing figh. Based on this, the focus of the
study of this article is to unravel the #/ama’ debate about the status of
‘urfin legal terms in each school. By using the library data analyzed in
content (content analysis) in depth, it can be concluded that all
schools use ‘Urfas a legal proposition or legal source even though the
ushul figh is classified as a valid (disputed) legal proposition.
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‘UrfPerspektif Etimologi dan Terminologi

Kata a/-‘urf (< 4)) dalam terminologi bahasa Arab memiliki dua makna
asal. Pertama, sesuatu yang tersambung antara satu dengan lainnya ( x5
are aam Shan ). Kedua, tenang (0,5.) dan tentram  (awldal).'
Penggunaan makna dalam ilmu bahasa terkategori dalam siklus wad7,
artinya bahwa penggunaan kata dan makna mengikuti ghd/ib (keumuman
dan kebiasaan) masyarakat yang biasanya berdasar pada makna hagigi’
Selain didasarkan pada keumuman (gha/ib) dan seringnya digunakan oleh
bangsa arab (wad’), juga didasarkan pada makna ayat-ayat al-qur’an yang
menggunakan arti kata ‘urf dan berbagai derifasinya pada makna yang

18alih ‘Awad, Athar al-Usf Fi al-Tashri’ al-Islami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.), hal. 43.,
dan lihat Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a-Urf wa Atharubu fi al-Tashri’ al-Iskini,
(Libiya: Dar al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 57.

25alih ‘Awad, Athar al-Urf Fi al-Tashr’ al-Isiamz, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’], t.t.), hal. 43.
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berkonotasi kebaikan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat yang
digunakan sebagai legitimasi kehujjahan ‘urf.

Secara bahasa f adalah sesuatu yang pada mula terbentuknya dikenal
secara ghdlib yang menentramkan hati, kemudian dilaksanakan secara
tersambung, turun temurun, kemudian dikenal dan diterima oleh
masyarakat melalui penilaian seksama dengan standar akal sehat karena
diniali sebagai sesuatu yang baik. Oleh karenanya menurut Mustafa Abd
al-Rahim Abu ‘Ujaylah bahwa kedua makna tersebut kemudian
mempengaruhi terbentuknya makna %/ dalam perspektif Zs#lahi lingkup
ahli hukum Islam.’

Rumusan definitif perspektif terminologi hukum Islam terdapat
beberapa redaksi yang diungkapkan oleh para ahli hukum Islam,
diantaranya menurut ‘Ali al-Jurjani, yaitu:

e gy el wilUall iy Jsal) Salgt s opid) o Lo

‘Sesuatn yang ditetapan (apresiasi jiwa) dengan penilaian logis dan diterima
oleh akal | tabi'at dan dapat dijadikan hujjah”

Menurut Abd al-Karim Zaydan, yaitu:

P g U e Bl 3 ade Loy salisly mazd) adl Lt O3 )

Sesuatn yang diciptakan oleh mayoritas golongan dan dilaksanakan secara
bernlangkali (diadatkan) dan diberlaknkan dalam sebuah masa, baik berbentuk
ucapan manpun perbuatan’”

Menurut Hafiz al-Din al-Nasafi yang dikutip Muhammad al-Zarqa,
yaitu:

st d IS o Jpdll Bl Ul wily Jaadl B e psidl 3 Al L Ol
il y a0y i) 4 sl

‘Sesuatn yang ditetapkan (apresiasi jiwa) dengan penilaian logis dan diterima
oleh akal | tabi'at sehat, artinya setiap perkataan atau perbuatan yang telah
menimbulkan ketenangan hati, diketabui dan diciptakan/ dilaksanakan (secara
turun temurun)”

Menurut Salih ‘Awad, yaitu:

W oade U enaly Jadlly delll E—w\ aidliy Jsaal anoual s esidl (3 gl Lo O3l
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SMustafd Abd al-Rahim Aba “Ujaylah, a/-Usf wa Atharubu fi al-Tashri’ al-Isiani, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Waganiyyah, 1986), hal. 58.

Al al-Jurjani, a/-Ta'’rifat, (Jeddah: al-Haramayn, t.th), hal. 146.

5 Abd al-Karlm Zaydan, a/ Wajizfi Uil al-Figh, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hal. 252.
¢Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqd’, Sharh al-Qawd’id al-Fighiyyah, (Damaskus: Dar al-
Qalam,1996), hal. 335.
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Sesuatn yang tidak ditetapkan oleh shari’at namun diakui oleh komunitas,
yang ditetapkan oleh hati (apresiasi jiwa) dan dinilai bagus oleh akal dan diterima
oleh tabi’at yang normal/ sehat dan terlaksana secara terus menerus”

Penekanan ‘7f teramati dari beberapa definisi di atas, lebih pada (1)
perbuatan yang telah ditetapkan hati dengan (2) adanya penilaian logis
dan penerimaan oleh akal sehat, (3) memiliki bentuk perbuatan atau
ucapan, (4) berimplikasi pada stabilitas / ketentraman hati, (5) dan telah
dikenal serta terlaksana secara turun temurun.

Jika dihubungkan dengan makna bahasa (/ughawi), teramati beberapa
sifat dasar pada wsf
1. AFGhalib, artinya  ‘wrf mengandung sesuatu bersifat umum dan

mayoritas.

2. AlFTatabu’, artinya ‘urf mengandung sesuatu yang dilaksanakan secara
continin dan turun temurun.

3. Tuma'ninat al-Nafs, artinya urf mengandung sesuatu yang diterima baik
dan memiliki efek menentramkan jiwa.

Ungkapan f perspektif terminologi hukum Islam yang ada
terasumsikan kerancuan antara makna %fdengan ‘ddat yang kedua istilah
tersebut muncul dalam kajian hukum Islam yang secara sepintas
seyogyanya memiliki pengertian yang berbeda.

‘Adat atau al-‘Gdah merupakan salah satu istilah sumber hukum dalam
kajian metodologi hukum Islam. Dalam kajian perubahan kata dalam
bahasa arab, a/-‘ddat (3>w)) merupakan bentuk kata (bind) yang tergolong

ajwaf® Ketika tergolong awif, maka terjadi beberapa kemungkinan kata
dasar antara ‘awada (>¢) atau ‘@yada (). Namun para ahli hukum Islam
dan ahli bahasa lebih memilih bahwa kata dasar ‘ddat adalah ‘awada (>5#)
yang kemudian berubah bentuk menjadi %da (s\¢) yang artinya kembali.

Pemilihan makna ini lebih didasarkan pada siklus kerap penggunaannya
oleh masyarakat. Menurut Ibnu al-Faris bahwa makna ‘ddat secara bahasa

adalah al-mmua’awadah (3>3-)) yakni sesuatu yang selalu berulang-ulang atau
sebuah peketjaan atau sesuatu yang ditekuni (s o2 s <b1,4).” Sedangkan

menurut Ibnu Manzar makna ‘ddat secara bahasa adalah menekuni dan

7Salih ‘Awad, Atbar al-Urf Fi al-Tashri’ al-Isiami, Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’l, t.th.), hal. 52.

8 4jwdf adalah istilah dari ilmu perubahan kata dalam bahasa arab. 4jwif adalah istilah dari
sebuah kata yang huruf keduanya (atau disebut a/n 7)) tergolong huruf at (alif, wawn, ya’).
9Mustafa Abd al-Rahim Aba “Ujaylah, a/-Usf wa Atharubu fi al-Tashri’ al-Isiami, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 64.
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terus melaksanakan sesuatu (& e eV ). Dari kedua makna

tersebut tidak terjadi perbedaan sekalipun dari segi redaksinya berbeda.
Keduanya sepakat bahwa ‘Gdat dalam etimologi bahasa arab bermakna
sesuatu yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus menerus,''
sehingga keduanya mengandung makna berlaku umum (ghalib) yang
selanjutnya menjadi parameter ketentraman masyarakat yang kemudian
memiliki otoritas untuk menghukumi.

Sedangkan perbedaanya teramati pada keterkaitan keduanya dengan
penilaian akal sebagai tolok ukur baik dan tidaknya %f dan ‘dat, sebab
Gdat dalam bentuknya jelas tidak memiliki keterkaitan dengan logika,"
sechingga sangat berkemungkinan masih bertentangan dengan akal.
Sedangkan %/ dikonotasikan sebagai sesuatu yang baik,” sehingga
diasumsikan bahwa %7 memiliki keterkaitan erat dengan akal sebagi
penentu baik.

Sekalipun terdapat perbedaan dari segi keterkaitannya dengan logika,
namun dalam bentuk dan praktek keduanya memiliki kesamaan yakni
berlaku secara terus menerus, terjadi akumulasi pengulangan, dan berlaku
umum pada masyarakat sehingga keduanya memiliki otoritas yang
menghukumi pada masyarakat yang berimplikasi pada ketentraman dan
kemaslahatan masyarakat secara kolektif dan individu. Sehingga antara
urf dengan ‘Gdat memiliki implikasi (athdr) dan kedudukan yang sama
dalam hukum Islam, yakni sama-sama menjadi salah satu sumber hukum
Islam.

Selain perbedaan dari sisi keterkaitan dengan logika, Mustafa Abd al-
Rahim Abu ‘Ujaylah bahwa ulama yang membedakan % dan ‘ddar
melihat pada beberapa hal. Sebagian ulama’ membedakannya dengan
melihat pada bentuk. %dat dinyatakan sebagai kebiasaan yang berbentuk
perbuatan, sedangkan “f adalah kebiasaan yang berbentuk ucapan dan
perbuatan, sehingga Ibnu al-Himam dalam karyanya al-Tahrir dan al-
Ghifari dalam karyanya fusi/ al-bada’s’ menyatakan bahwa ‘ddat adalah ‘urf

10Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibnu Manzar, Lisin al-‘Arab, (Beirut: Dar al-Fikr,
1990), jilid III, hal. 316.

1] ihat Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibnu Manzur, Lisin al-‘Arab, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1990), jilid IX, hal. 239 dan 316. Lihat Mustafa Dib al-Bugha, Athar al-Adillab al-
Murkbtalaf Fiha, Masidir al-Tashr?’ al-Taba’iyyah Fi al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Qalam,
1993), hal. 342.

12Mustafd Abd al-Rahim Abt ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashri’ al-Iskini, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 65.

3Lihat Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibnu Manztr, Lisdn al-‘Arab, (Beirut: Dar al-
Fike, 1990), jilid IX, hal. 239.
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‘amali”* Dan sebagian ulama’ membedakannya dari segi universalitas
(‘umdim) dan spesifik (khusis). Al-Qarafi menyatakan bahwa ddat lebih
umum dari pada u7f. Sedangkan Ibnu al-Himam menyatakan bahwa %
lebih umum daripada %dat.”” Sebagian ulama’ lainnya membedakannya
dari segi akumulasi pengulangan (#&rir) dan terus menerus dipraktekkan
(istimrdr). Artinya bahwa ‘ddat adalah sesuatu yang telah berulang kali dan
terus menerus dipraktekkan, sedangkan %/ belum tentu telah berulang
kali dan terus menerus dipraktekkan sehingga jika terdapat #7fyang akan
dijadikan pedoman hukum harus telah berulang kali dan terus menerus
dipraktekkan sekiranya berkedudukan sebagaimana ‘ddat. Pendapat ini
diungkap oleh Hasan Kirah dalam karyanya al-Madkhal ila al-Qandn."

Ketiga pendapat di atas teramati hanya sebatas pendapat sebagian
ulama’. Sedangkan mayoritas ulama’ menyamakan antara %/ dengan
ddat. Hal ini dapat dilihat pada terminology f dan ‘ddat yang telah
diungkap oleh para ulama’ yang cenderung sama antara wf dan ‘ddat.
Selain itu, subtansi keduanya adalah sama-sama sesuatu yang diketahui,
diakui dan diterima oleh masyarakat umum (ghd/ib) sebagai standar /
parameter kebaikan dan prilaku umum, memiliki otoritas untuk
menghukumi, dan berimplikasi pada stabilitas / kemaslahatan. Adapun
permasalahan istimrar, tikrar dan mu’awadah merupakan hal yang bersifat
pasti terjadi (/izim) ketika sesuatu itu berlaku dan diketahui masyarakat
umum. Schingga dapat dikatakan keduanya adalah sinonim yang muara
artinya adalah kebiasaan atau persepsi umum masyarakat. Dengan
demikian, %7f dan ‘ddat memiliki kekuatan hukum dan kedudukannnya
dalam metodologi hukum Islam yang sama.

Teori Pembentukan ‘Urfdan Hubungannya dengan Maslahat.
Konsekwensi logis manusia disebut sebagai makhluk social (zo07
politicon) diantarnya adalah kebutuhan untuk hidup secara bersama
memenuhi  kebutuhan secara bersama agar bertahan  hidup.
Konsekwensinya manusia juga butuh sistem yang mengatur dalam
interaksi sosial untuk mencapai kemaslahatan bersama sekiranya tidak
terjadi bahaya dan kerusakan sehingga terbentuk keadilan sosial. Sistem
masyarakat tersebut adakalanya terbentuk secara sengaja atau tidak

14Mustafa Abd al-Rahim Aba “Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimi, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1980), hal. 67 dan 72.

15Mustafa Abd al-Rahim Aba “Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimi, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 68.

16Mustafa Abd al-Rahim Aba “Ujaylah, al-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimi, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 69.
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berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Mustafa
“Abd al-Rahim Abu Ujaylah menyatakan bahwa kebiasaan yang dijadikan
sistem kehidupan tersebut layak disebut sebagai ekspresi dan karakter
masyarakat.'’

Ketika kebiasaan telah menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup,
maka sudah pasti jika ditinggalkan akan berakibat pada kesengsaraan
masyarakat. Maka kebiasaan memiliki kandungan bernilai maslahat
berupa menghidar dari bahaya dan kerusakan serta menciptakan keadilan
sosial, maka hukum yang berdasarkan kebiasaan masyarakat layak
dinyatakan senada dengan shari’at Islam mengingat Salih ‘Awad
menyatakan bahwa asas penerapan shari’at (tashi’) pasti mengandung:

1. Kemudahan, menghilangkan kesulitan dan bahaya (&ally = 2 2,5 )

2. Menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh (ea oW1 Flas 4ls )

3. Menciptakan keadilan sosial secara keseluruhan (e ol daa 3.25)"

Ketiga asas zashri’ ini teramati memiliki justifikasi yang bersumber dari
nag shara’:
1. Surat a/-Haj ayat 78:
£ e 315 e G
“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamn dalam agama suatu
kesempitan”

2. Surat a/-Nisa’ ayat 28:
Vs DLW Gl oS i) Of A 2
“Allah hendak memberikan keringanan kepadamn, dan manusia dijadikan bersifat

lemah”

3. Surat al-Bagarah ayat 185
S Ay K
“Allah menghendaki kemudaban baginmn, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimn”

4. Surat al-Ma'idah ayat 6
g S S oo

"Mustafd Abd al-Rahim Abt ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashri’ al-Iskini, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), 11.

188alih ‘Awad, Athar al-Urf Fi al-Tashr?’ al-Islimi, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami, t.t.), hal. 25-
27.
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“Allah tidak hendak menynlitkan kamn”
5. Hadith Nabi: ssahzal Lo a1 50 ¢ o oSS 00 13
6. Hadith Nabi: oV, ;o ¥

Disamping ayat di atas, terdapat kontruksi ayat hukum yang
mengimpilikasikan pertimbangan kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya
dalam aturan jual beli disyaratkan menghindari kebohongan dan
ketidakjelasan (gharar). Namun karena pertimbangan hait (kebutuhan
manusia) akan jual beli yang mabi-nya tidak jelas dalam bentuk jual beli
manfaat (‘agad ijarah). Ketentuan zidrah ini pada hakikatnya menyalahi
giyds hukum jual beli, namun karena kebutuhan masyarakat agar tidak
terhindar dari  kesulitan pemenuhan kebutuhan hidupu maka
diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada Surat a/-Taldq ayat 6:

DR A0 Sl b

“Kemudian  jika mereka menyusukan (anak-anak)mn  untukmn Maka
berikanlah kepada mereka npabnya”

Sekalipun kebiasaan masyarakat mengandung asas penerapan shari’at,
namun tidak semua kebiasaan layak dijadikan sumber hukum mengingat
banyak terjadi kebiasaan yang teramati bertentangan dengan nas shara’.
Oleh karenanya dalam pembahasan selanjutnya dinyatakan bahwa
kebiasaan yang dijadikan sumber hukum tidak boleh bertentangan
dengan nas shara’.

Sekalipun sistem yang mengatur manusia terkadang berdasarkan
kebiasaan yang berlaku, namun kebiasaan yang berlaku juga terkadang
berdasarkan peraturan yang sudah berlaku. Menurut Mustafa Ahmad
Zarqa, figh dan ganin (perundang-undangan) yang olehnya disebut
dengan shari’at wad’iyyah,” pada mulanya terbentuk secara berkala (tadriji)
dari bentuk awal berupa kebiasaan umum berupa uf. Ketika kehidupan
masyarakat telah menjadikan “%f sebagai persepsi atau konsepsi umum
(mudrik) yang memiliki otoritas (salatah) yang mampu menghakimi
(hakimah) dan memiliki kedaulatan (s/yddah) bagi masyarakat, maka
pastinya terdapat kebutuhan akan sebuah kodifikasi hukum yang mampu
mengatur masyarakat umum yang bersumber dari kebiasaan tersebut
dalam bentuk undang-undang yang kemudian menjadi sistem (wigdm)
yang mampu mengatur masyarakat sehingga segala perilaku yang
dianggap patut (sa/ih) atau tidak patut (ghayr silih) akan teridentifikasi
berdasarkan sistem yang telah ada. Dengan adanya peraturan yang

Disebut shar’at wad’iyyah karena figh merupakan implementasi sharf’at yang sengaja
diciptakan dengan adanya campur tangan manusia melalui metode istinbat hukum Islam.
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menjadi sistem bagi masyarakat, maka hukum kebiasaan menjadi
tereliminir dan tidak diakui oleh masyarakat, yang diakui adalah peraturan
undang-undang. Namun demikian ketika peraturan yang menjadi sistem
masyarakat telah hidup dalam masyarakat, maka perilaku masyarakat
berdasarkan peraturan tersebut terkontruksi dan terasumsikan kembali
menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat.”

Menurut Mustafa ‘Abd al-Rahim Abu Ujaylah, terbentuknya f dapat
bersumber dari keputusan hakim, peraturan perundang-undangan
pemerintah atau sejenisnya.” Tentunya, keputusan hakim atau peraturan
pemerintah pada mulanya tidak dapat disebut sebagai %7f belum berlaku
mayoritas  (ghdlib),  kontinyu  (muttarid/istimrar)  dan  terkenal
(mashhiir/ shuyi’) dalam masyarakat.

Contoh yang diungkap oleh Mustafa ‘Abd al-Rahim Abu Ujaylah
adalah tentang kebiasaan libur di hari jumat pada saat ini, yang menurut
sejarah diawali pada masa khalifah ‘Umar ibnu Khattab. Pada masa itu, di
Madinah telah banyak dibangun gedung yang difungsikan untuk belajar
al-Qur’an bagi anak-anak yang kegiatannya tidak pernah libur selama satu
tahun. Sekembalinya dari penaklukan daerah Sham (Siria), khalifah Umar
dan tentaranya sampai di Madinah pada hari rabu dan kemudian para
tentaranya bertemu keluarganya. Namun karena rasa kangen, akhirnya
anak-anak libur belajar al-Qur’an pada hari rabu, kamis dan jumat, dan
kegiatan baru dimulai kembali pada hari sabtu. Kemudian khalifah Umar
memutuskan untuk meliburkan belajar al-Qur’an setiap hari jumat.”

Contoh lain adalah kebiasaan tentang perayaan hari kelahiran Nabi
Muhammad SAW yang dimulai dari ketetapan pemerintah oleh khalifah
dinasti Fatimiyyah. Berawal dari kebiasaan al-Amir Abu Yahya yang
selalu menghadirkan para ahli hukum Islam untuk menginap di istana
khalifah setiap hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mengingat tamu
raja adalah para pembesar maka raja selalu menyediakan makan dan
menghiasi tempat acara serta memperdengarkan syair-syair yang diiringi
dengan suara-suara merdu. Kemudian peringatan ini menjadi kebiasaan

. . .23
Sampai saat int.

20Mustafa Ahmad Zarqa, al-Figh al-Isiimi fi Thanbib al-Jadid: al-Madkbal al-Fight al- Am,
(Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), Jilid I, hal. 44.

2Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1980), 47.

2Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tash? al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), 48.

ZMustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), 50.
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Dengan demikian, penentuan %7/ dapat dilihat dari ketentuan undang-
undang yang kemudian dijalankan mayoritas masyarakat (ghalib) secara
kontinyu  (muttarid/ istimrdar) dan  tetkenal (mashhir/shuyii’)  sehingga
menjadi kebiasaan masyarakat.

Mengamati pendapat Mustafa Ahmad Zarqa dan Mustafa ‘Abd al-
Rahim Abu Ujaylah di atas, dapat diasumsikan bahwa % dan figh
maupun peraturan perundang-undangan (ganin) memiliki relasi dan
kausalitas. Logika yang dibangun Mustafa Ahmad Zarqga dan Mustafa
‘Abd al-Rahim Abu Ujaylah tentang awal terciptanya sebuah kebiasaan
dapat bersumber dari peraturan yang harus ditaati masyarakat yang telah
dijalankan. Begitupun logika penetapan peraturan undang-undang
maupun figh dapat bersumber dari sebuah kebiasaan. Maka, perilaku
manusia berdasarkan undang-undang akan menjadi kebiasaan dan dinilai
juga sebagai kebiasaan masyarakat. Singkatnya, identifikasi perilaku
masyarakat disebut sebagai %7/ dapat dilihat pada undang-undang.

Perdebatan Ulama’ Tentang Legitimasi ‘Utf Dalam Madzhab
Sumber hukum dalam kajian hukum Islam memiliki bentuk yang

beragam dalam berbagai versi ahli hukum Islam. Dilihat dari bentuknya,

Abd al-Karlm Zaydan mengklasifikasi sumber hukum Islam menjadi tiga

macam:

1. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh seluruh ulama’, yakni a/-
Qur'an dan al-Hadith (al-sunnab).

2. Sumber hukum Islam yang disepakati oleh mayoritas (umbiir) ulama’,
yakni jma’ dan giyds. Beberapa golongan ulama’ yang tidak mengakui
keberadaan jma’. Sedangkan yang tidak mengakui gzds sebagai
sumber hukum adalah ja’fariyyah dan zahiriyyah.

3. Sumber hukum yang diperselisthkan ulama’, yakni qg/a”s,m istishab,
istihsan, maslahab mursalah, shar’ man qabland, madbhab sahabi, dan ‘urf>
Sekalipun Abd al-Karim Zaydan menggolongkan %f sebagai sumber

hukum Islam yang diperselisihkan, namun Abd al-Karim Zaydan

menyatakan pada catatan kaki dalam karyanya tersebut, %7/ merupakan
sumber hukum yang diakui mayoritas ulama’, perselisthan ulama’ hanya
pada pengakuan ‘%sf sebagai sumber hukum yang mandiri (mustagil) atau
penggunaan %rf harus terlegitimasi oleh 7as.”® Karenanya, perlu legitimasi

24Qiyas juga tergolong sumber hukum yang diperselisihkan, mengingat beberapa madhhab
tidak menggunakan metode qiyas.

25Abd al-Karim Zaydan, o/ Wajizfi Usil al-Figh, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hal. 148.
26Abd al-Karim Zaydan, a/ Wajizfi Usiil al-Figh, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hal. 148.
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wrf baik dati al-gur'dan maupun al-hadith untuk menguatkan pengakuan
penetapan urf sebagai dalil shara’.

Berawal dari arti 7/ secara bahasa yang menurut Ibnu Manzar
memiliki konotasi kebaikan dan sebagai akronim dari kejelekan (S4),”

berdasarkan penelusuran, terakomodir 32 ayat al-Quran yang
menggunakan kata % dan beberapa kata derivasinya. Namun ayat yang
sering digunakan ulama’ sebagai legitimasi %7 adalah surat al-A’raf (7)
ayat 199:

Gl 2 (2 AL AT S

“ladilah Engkan Pema'af dan surublah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”

Al-Qurtibi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kata a/-‘urf dalam ayat
tersebut merupakan sinonim dati alma’rif yang artinya segala prilaku
yang terpuji yang diterima oleh akal dan menjadi penentram jiwa
masyarakat.”® Hal senada juga diungkapkan oleh al-Tabarl,” dan al-
Shaukani.’ Penafsiran para mufassir lebih identik dengan makna %f
secara bahasa. Penafsiran tersebut mengandung pengertian bahwa “urf
adalah segala perilaku baik yang berlaku di masyarakat yang telah menjadi
kebiasaan (‘awdi’id). Oleh karenanya menurut Ibnu al-Kalbi bahwa ulama’
malikiyyah menjadikan kebiasaan sebagai sumber penetap hukum.”
Bahkan beberapa ulama’ malikiyyah memprioritaskan ayat di atas sebagai
dasar (iszzdlal) kehujjahan ‘s, diantaranya Ibnu Yanus, Abua al-Hasan,
Ibnu al-Fakihan, al-Qadi Abd al-Wahab, Ibnu Rihal, Al-Tasuli, Ibnu
Muyassar, al-Sajistani, Ibnu ‘Arafah, al-Shangqiti, al-Suyatl pengarang al-
Iklil, Abdullah al-Jauhari, ‘Alauddin al-Tarablisi, Ibnu ‘abidin, al-Qarafi,
Ibnu al-Faris, dan beberapa ulama’ Malikiyyah lainnya.”

Selain itu, Abu Sanah yang dikutip Mustafa Abd al-Rahim Abu
‘Ujaylah menyatakan bahwa kata a/-%f dalam ayat tersebut terlihat
dibarengi dengan huruf “a/’ yang menurutnya berfungsi istighraq al-jinsi
(mencakup seluruh jenis). Artinya mencakup seluruh jenis 7/ dan

27Lihat Jamal al-Din Muhammad bin Makram Ibnu Manztr, Lisin al-‘Arab, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1990), jilid IX, hal. 239.

BA1-Qurtabl, Tafsir al-Quitibi, (Kairo: t.tp., t.th), jilid VII, hal. 346.

Y Al-Tabati, Jami’ al-Bayin, (Beirut: Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1973), jilid IV, hal. 512.
30All al-Shaukani, Fath al-Qadir, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1973), jilid II, hal. 279.
3Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr? al-Iskimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 129.

32Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 123-124.
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ma'rif” Begitu juga Ibnu Rihal menyatakan kata a/-%f dalam ayat
tersebut memiliki dua kemungkinan makna yang dikehendaki, yakni
segala perbuatan baik (afd/ al-khayr) dan perbuatan yang berlaku di
masyarakat (al-afdl al-jariyah bayn al-nds).”* Al-Sajistani juga berkomentar
bahwa berdasarkan ayat tersebut, urusan dalam masyarakat harus
dikembalikan pada 7/ masyarakat, begitupun wajib menjadikannya
sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan subtansi putusan hukum
(gadd’) dan fatwa.”

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi yang dibangun para
ulama’ terkait ayat tersebut, maka % dapat dijadikan hujjah hukum
Islam. Namun sebagian ulama’ lainnya juga melegitimasi eksistensi ‘urf
berdasar ayat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

ol By B, U

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan
cara ma'ruf”

Ayat ini menurut ‘Abd al-Karlm Zaydan merupakan ayat yang
memerintahkan kewajiban memberi nafkah. Hanya saja ukuran nafkah
tidak secara jelas diungkap oleh nas tersebut, namun hanya menggunakan
kata “c2 ;}1.13\”. Oleh karenanya arti dari kata tersebut identik dengan .

Dengan demikian, menurut ‘Abd al-Karim Zaydan bahwa ukuran nafkah
disesuaikan dengan %f yang betlaku di masyarakat.” Hal ini senada
dengan ungkapan Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah yang menyatakan
bahwa makna alma’rif dalam ayat tersebut adalah kebiasaan yang telah
dikenal dan berlaku di masyarakat.”” Sedangkan Salih ‘Awad dengan
menguktip penafsiran al-Tabari mengungkapkan bahwa maksud dari a/
ma’riif dalam ayat tersebut adalah kewajiban nafkah yang berlaku diantara
para orang tua dan hak nafkah yang sepadan yang diterima oleh para
anak. Hal ini menjadi penting mengingat ketentuan Allah menciptakan

3Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Iskinz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 130.

34Salih ‘Awad, Athar al-Urf Fi al-Tashr?’ al-Isiami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami, t.t.), hal. 169
dan Mustafda Abd al-Rahim Abt ‘Ujaylah, a-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Isiimi, (Libiya:
Dar al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 124.

3Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Usf wa Atharubu fi al-Tashri’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 126.

36Abd al-Karim Zaydan, o/ Wajizfi Usil al-Figh, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hal. 258.
3Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 131.
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para makhluk dengan kekuatan ekonomi yang berbeda-beda, oleh
karenanya perbedaan nafkah sesuai dengan %7/

Mengingat ayat tersebut oleh para ulama’ dijadikan sebagai dasar
penetapan kewajiban nafkah bagi orang tua terhadap anak dengan
standard 7/ maka ayat ini menurut Salih ‘Awad lebih jelas legitimasinya
terthadap kehujjahan 7 sebagai sumber hukum Islam dari pada ayat
lainnya.”

Jika berbicara tentang skala prioritas dalil kehujjahan 7/, maka yang
terungkap hanyalah perdebatan mengenai justifikasi argumentasi masing-
masing ulama’ mengingat para ulama’ melihat ayat dari sudut pandang
yang berbeda. Bahkan banyak juga ulama’ yang melegitimasi kehujjahan
urf tidak dengan ayat yang menggunakan struktur kata berderifasi ‘urf,
melainkan dengan kata selain wsf.

Surat al-Talaq (65) ayat 7:
GET Gy G D ISy e G el 8, B s i el e Bl

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkab menurut kemampuannya. dan
orang yang disempitkan rexkinya hendaklah memberi nafkab dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulfean beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”

Ayat ini oleh Salih ‘Awad dijadikan sebagai dasar legitimasi kehujjahan
“rf sebagai sumber hukum Islam.* Dengan mengutip pendapat Ibnu al-
"Arabi, Salih ‘Awad menyatakan bahwa ayat ini menunjukan kehujjahan
urf dalam menetapakan hukum Islam (Zshr?) yang kali ini Allah
menempatkan dalam tema nafkah. Menurutnya, bahwa ukuran nafkah
suami terhadap istri tidak terdapat ukuran pasti, oleh karenanya besar
kecilnya nafkah disesuaikan oleh £

Dalam surat al-Nisa’ (04) ayat 115:

e sy J 6 G ot i 5 0 00
(e el

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudab jelas kebenaran baginya, dan
mengiknti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia lelnasa

terbadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam
Jabannam, dan Jahannam itu seburnk-buruk tempat kembali.

38Salih ‘Awad, Athar al-Urf 7 al-Tashri’ al-Isiami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.), hal. 181.
»8alih ‘Awad, Athar al-Usf Fi al-Tashr?’ al-Islami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.), hal. 182.
WSalih ‘Awad, Athar al-Urf 7 al-Tashri’ al-Isiami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.), hal. 167.
48alih ‘Awad, Athar al-Usf Fi al-Tashr?’ al-Islami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.), hal. 167.
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Menurut ‘Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam dan Salih ‘Awwad, ayat
ini merupakan dasar kehujjahan 7/, Argumentasi yang dibangun adalah
bahwa kata  }—” maksudnya adalah jalan. Sedangkan jalan orang- orang

mukmin adalah jalan yang mereka anggap baik yang harus diikuti.” Dan
sesuatu atau jalan yang dianggap baik oleh mayoritas orang mukmin
identik dengan makna .

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf”’

Ayat ini oleh Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah dikategorikan juga
sebagai ayat legitimasi kehujjahan . Beliau mengutip al-Zamakhshari,
al-Naysaburi, Abu Hayyan dan al-Nasafi bahwa makna a/-ma’rif dalam
ayat tersebut adalah segala yang baik menurut shara’ dan segala yang baik
menurut kebiasaan masyarakat. Sedangkan menurut al-Shawkani bahwa
al-ma’rif dalam ayat tersebut bermakna kebiasaan masyarakat. Dengan
demikian kewajiban dan hak seorang istri sepadan dan disesuaikan
dengan apa yang berlaku di masyarakat. Bahkan menurut al-Maraghi hak-
hak suami istri dikembalikan pada kebiasaan masyarakat.®

Mustafa Abd al-Rahim Abua ‘Ujaylah menambahkan beberapa ayat
yang juga tergolong sebagai dasar legitimasi kehujjahan % Salah satunya
adalah surat Yasuf (12) ayat 26-28:
du:&l\ _A};ejwva .A.qu\fg\q.l,:! ,.AMLA-L@_‘A &““ ,cfz )fJG

b,am Jé );: ,,a.uwg\ L«U(YV) Gaaslall L A LIS ,>°,A.x5w o dl; Y
(YA i (55 &y 155

“Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukan diriku (kepadanya)”,
dan seorang saksi dari kelnarga wanita itu memberikan kesaksiannya: "[ika baju
gamisnya koyak di munka, Maka wanita itu benar dan Yusuf Termasuk orang-
orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, Maka wanita Itulah

yang dusta, dan Yusuf Termasuk orang-orang yang benar." Maka tatkala suami
wanita it melibat baju  gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia:

“2Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, al-Qawdi’id al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005), hal.
173 dan Salih ‘Awad, Athar al-Urf T al-Tashri’ al-Isiami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.),
hal. 175.

$Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 136.

131  Dliya'ul Chaq - Telaah Ulang Teori ‘Urf; Mengurai Perdebatan Ulama’ Tentang Penggunaan ‘Urf



"Sesunggubnya (kejadian) itn adalah diantara tipu daya kamn, Sesunggubnya tipn
daya kamu adalah besar."”

Al-Qurtibi menyatakan bahwa ayat di atas menunjukan keabsahan
bukti yang di dasarkan pada pertanda (‘alimal) yang biasa berlaku di
masyarakat. Menurut al-Qurtabi dan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah yang
juga dikutip Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah, ayatn ini merupakan
dasar kehujjahan giyds dan penggunaan f serta ‘Gdat.** Dalam kasus
Nabi Yusuf tersebut pertanda robeknya baju yang menurut kebiasaan jika
robeknya di depan maka kesalahan ada pada Nabi Yusuf dan jika
robeknya baju berada di belakang maka kesalahan ada pada Zalikha’.

Adapun dasar sunnah tentang kehujjahan %f yang sering diungkap
oleh ulama’ adalah hadith:

MAU’M}QJLMQM\M)&ALWAU\M}@cWJM53\)

Sesuatn yang dilibat (diyakini) kanm muslimin sebagai sesuatn yang baik,

matka baik pula disisi Allah. Dan sesuatu yang dilihat (diyakini) kanm muslimin
sebagai sesnatu yang buruk maka burnk pula disisi Allah”

Hadith di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda diantara para
ulama’ ahli badith. Dalam Mustadrak karya Imam al-Hakim redaksi yang
digunakan adalah:

Yo ) i b L O gakedl 0T, Loy e B i gh Lm0l (6, Lot JB B ae e

Komentar Imam al-Hakim tertulis bahwa hadith ini tidak diriwayatkan
oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, tetapi sanadnya tergolong saji)
namun terindikasi bahwa badith ini mursal.”’

Sedangkan dalam Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal tertulis redaksi
sebagai berikut:

B2 e S L G e D S s Al f G

#“Mustafa Abd al-Rahim Aba “Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tash?’ al-Iskimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 140., Shams al-Din al-Quttabi, al-Jami” Li Abkim al-
Qw'an, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 2003) jilid IX, hal. 175. Dan Ibnu al-Qayyim al-
Jawziyyah, Ilan al-Muwaqgqi’in, (Beirut: Dar al- ]ayl 1973), Jilid II, hal. 28.

4Lihat Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, al-Qawdi’id al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadith,
2005), hal. 173.

4Muhammad al-Hakim al-Naysabari, Mustadrak ‘Ala al-Sahibayn, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Tlmiyyah, 1990), Jilid III, hal. 83, No. Indeks 4465.

4Muhammad al-Hakim al-Naysabut, Mustadrak ‘Ala al-Sapihayn, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Tlmiyyah, 1990), Jilid III, hal. 83.

48Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad al-Imim Abmad Ibnu Hanbal, (t.t.: Muassah al-Risalah, 1999),
Jilid VI, hal. 84, No. Indeks 3600.
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‘Abd al-Karim Zaydan menyatakan bahwa menetapkan badith ini
sebagai dasar legitimasi kehujjahan %7/ sebagai sumber hukum
merupakan pengambilan dasar (istidlal) yang lemah mengingat dari sisi
sanadnya menurut kebanyakan ulama’ bukan tergolong Aadith Rasulullah
SAW., melainkan hadith manqif yang bersumber dari Ibnu Mas’ad. Dan
jika dilihat dari sisi kandungan makna menurutnya tidak tepat jika
dijadikan dasar kehujjahan ‘s, melainkan lebih tepat sebagai dasar
kehujjahan jima’" Maksud dari kehujjahan imd’ menurut Aba Sanah yang
dikutip Mustafa Abd al-Rahim Abua ‘Ujaylah menyatakan, badith ini
memberi pengertian bahwa ijtihad dan kesepakatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang secara bersama-sama lebih mendekati kebanaran
daripada ijtithad yang dilakukan secara individual. Hal inilah yang biasa
dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW., sebagaimana kejadian yang
diceritakan oleh Sahabat Ali Ibnu Abi Talib bahwa pemikiranku dan
pemikiran Umar sepakat mengenai pemerdekaan budak wmmahit al-awlid.
Lalu Umar berkata, “Pendapatmu dan Pendapat Umar tentang
masyarakat tersebut lebih aku sukai daripada pendapatmu seorang karena
khawatir fitnah.”

Ahmad bin ‘Ali Star al-Mubaraki berpendapat senada setelah
melakukan zagbrij dan menyimpulkan bahwa Jadith tersebut mawgif
sehingga tidak layak dipakai sebagai dalil kehujahan %f. Dari sisi redaksi
dan maknanya pun hadith ini tidak relevan dipakai sebagai dasar
kehujjahan ‘7f dalam menetapkan hukum Islam karena kata osldl

(orang-orang Islam) yang terdapat dalam hadith itu mengandung makna
untuk umum (orang banyak) dan lebih mengacu kepada makna jmwa’
bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia atau 71"

Al-“‘Amidi juga mengisyaratkan bahwa hadifh tersebut mengandung
makna zmd’ umat Islam. Dan jma’ dipandang sebagai hujjah jika
didukung oleh dalil penguat. Berdasarkan hal ini, tidak ada satu daldlah
pun yang mengakui semua yang dinilai orang-orang Islam adalah baik
maka baik pula di sisi Allah.”

Pendapat di atas berbeda dengan Imam al-‘Ala’t yang dikutip Abd al-
‘Aziz Muhammad ‘Azzam bahwa setelah melalui penelitian, badith ini

YAbd al-Karim Zaydan, a/ Wajizfi Usil al-Figh, (Beirut: Muassah al-Risalah, 1994), hal. 254.
S0Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Iskinz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 147.

51Ahmad bin ‘Ali Si’ar al-Mubaraki, a/-Urf wa Atharubu fi al-Shari'ah wa al-Qéniin, (Riyad: al-
Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’adiyyah, 1992), hal. 117.

52Shayf al-Din Abi al-Hasan ‘Ali ibnu Abi ‘Ali Ibnu Muhammad al-“Amidi, alIhkim i Usiil
al-Abkdm, Beirut: Maktabah al-Buhtth wa al-Dirasah, 19906), Jilid 2, hal. 307.
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memang bukan bersumber dari Rasulullah SAW, namun ungkapan Ibnu
Mas’ad. Sekalipun demikian, badith ini tetap sahih maknanya dan dapat
dijadikan sebagai dasar kehujjahan ‘f dan jma’ karena yang dimaksud
kata al-mmuslimin dalam badith tersebut pada masa itu adalah para sahabat
Rasulullah SAW yang kemudian dikembangkan maknanya pada zaman
selanjutnya berarti para ulama’ salaf, khalaf dan juga ablu al-halli wa al-
‘agdi dan mayoritas muslimin.”’

Selain itu, para ahli alqawd’id al-fighiyyah dan wusil al-figh yang karyanya
sering dijadikan rujukan seperti al-SuyGfi dan juga Ibnu Nujaym
menjadikan Jadith tersebut sebagai dasar kaidah a/-‘Gdat mubakkamab.
Menurut keduanya memang hadith ini bersumber dari Ibnu Mas™ad
namun sanad dan maknanya s#b#).”' Dengan demikian ulama’ yang
menyatakan bahwa badith ini tidak dapat dijadikan dasar kehujjahan ‘%
sebagai sumber hukum Islam telah terbantahkan dengan argumentasi
ulama’ yang menetapkan hadith ini sebagai dasar kehujjahan ‘7, dan juga
terbantahkan dengan fakta banyaknya ulama’ ahli hukum Islam yang
menyertakan badith ini sebagai dasar kehujjahan 7/, Dan juga makna
hadith ini akan terdukung dengan hadith Rasulullah SAW yang secara jelas
maknanya mengisyaratkan kehujjahan % Diantaranya adalah hadith yang
menyangkut perselisthan suami istri, yakni antara Hindun dan Abu
Sufyan.
sy o8 b sy s et ey O U 0] 0 gy b B e oy s OF 1 aile e
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Hadith riwayat Aishah RA, babwasannya Hindun binti “Atabab berkata pada
Rasulullah SAW, “Sesunggubnya Abii Sufyan adalah laki-laki yang kikir dan
tidak  pernab memberi kecukupan (nafkah) padaku dan ankku kecuali aku
mengambil darinya (hartanya) tanpa sepengetabnannya’. Maka Rasulullah SAW
bersabda, “Ambillah nafkah yang dapat mencukupimu dan anakmn  dengan
ma’'rif.

Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani bahwa maksud daripada alma'rif
adalah kisaran ukuran nafkah yang mencukupi berlaku menurut
kebiasaan masyarakat (&S &l 53y G e gl a8l Gy Al 510). Dan hadith ini

53Abd al-‘Aziz Muhammad ‘Azzam, al-Qawdi’id al-Fighiyyah, (Kairo: Dar al-Hadith, 2005),
hal.173.

54Ibrahim Ibnu Nujaym, a/-Ashbah wa al-Nadi'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyyah, 1980),
hal. 93., Lihat juga Abd al-Rahman al-Suyad, a/~Ashbah wa al-Nadd’ir, (Beirut: Dar al-Kutub
al-‘ilmiyyah, 1983), hal. 89.

55Muhammad Ibnu Isma’il al-Bukhati, a/-Jam:’ al-Sapih, (Beirut: Dar Ibnu Kathir, 1987), Jilid
5, hal. 2052. No. Indeks 5049 bab al-Nafagat. Lihat juga No. Indeks 2097 dan 6758.
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merupakan hujjah diperbolehkan berpedoman pada “rf, tetlebih ketika
dalam permasalahan yang tidak dijelaskan batasannya oleh shara’>
Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah mengakomodir beberapa pendapat
ulama mengenai arti a/-ma’rif dalam hadith tersebut ternyata kesemuanya
senada dengan Ibnu Hajar. Di antara ulama’ yang disebut olehnya adalah
Imam al-Nawawi, Ibnu al-Munir, al-Badr al-‘Ayni, al-Suyuat], Ibnu al-
Qayyim al-Jawziyyah, dan al-Shawkani.”

Selain badith di atas, terdapat juga sunnah Zagrir/ yang mengisyaratkan
kehujjahan  7f. Diantaranya adalah tradisi atau kebiasaan yang telah
berlaku di zaman pra Islam yang oleh Rasullah SAW tidak dilarang, yakni
transaksi pesanan (al-salam), sewa-menyewa (al-ijarah), dan bagi hasil (a/-
mudirabah).”

Berdasarkan beberapa #nas shara’ di atas, jelaslah bahwa %7f merupakan
sumber hukum Islam yang memiliki legitimasi teks wahyu. Oleh
karenanya seluruh ulama’ dapat dikatakan sepakat menggunakan ‘u7f
sebagai sumber hukum Islam mengingat dalam kenyataannya, figh yang
disusun oleh berbagai madbhab yang ada telah menggunakan usf sebagai
sumber Zs#inbat. Hal ini juga diungkap oleh Mustafa Dib al-Bugha bahwa
secara global berbagai madhbab figh menetapkan hukum berdasarkan .
Bahkan Abt Sanah menyatakan dengan tegas bahwa sekalipun terjadi
tkbtildf dalam figh, namun sebagian besar produk hukum figh terbangun
atas dasar

Abt Zahrah menyatakan bahwa madhbab malikiyyah menempatkan wsf
sebagai salah satu dalil Zs#znbdt hukum. Sistematika dalil Zs#znbit madhbab ini
telah dirumuskan oleh imam Malik secara berurutan, yakni a/~Qur'dn,
sunnab, yjma’, qiyas, amal abli madinab, fatwa sababat, al-maslahab al-mursalabh,
urfy saddu  al-dzari‘'ah, istibsin, dan istishab.”  Selanjutnya al-Shatibi
menyatakan bahwa secara global Imam Malik menentukan sumber
hukum dalam madbhab-nya sejumlah empat sumber, yakni a/-Qur'an, al-

56Ahmad Ibnu ‘Ali Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fat) al-Bari Sharh Sahih al-Bukhbiri, (Beirut: Dar
al-Ma’rifah, t.th.), jilid IX, hal. 509.

5"Mustafa Abd al-Rahim Aba ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Islimz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1986), hal. 149-151.

58Salih ‘Awad, Athar al-Urf I7 al-Tashri’ al-Iskami, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami’i, t.t.), hal. 183.
Mustafa Abd al-Rahim Abu ‘Ujaylah, a/-Urf wa Atharubu fi al-Tashr?’ al-Iskinz, (Libiya: Dar
al-Kutub al-Wataniyyah, 1980), hal. 149-151.

60Muhammad Abt Zahrah, Tarlkh al-Madhahib al-Islimiyyah fi al-Siyasah wa al-‘Aqaid wa
Térikh al-Madhahib al-Fighiyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996), hal. 414-419.
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sunnab, ijma’ dan al-ra’yn.”* Masih menurut al-Shatibi bahwa fatwa sahabat

dan amal ahlu madinah merupakan bagian dati al-sunnah, sedangkan al-
maslahah al-mursalah, saddn al-dbari’ah, ‘urf, istihsan, dan istishdb merupakan
bagian dari ra’yn. Dan menurut ‘Adb al-‘Aziz al-Khayyat bahwa ulama
madhhab malikiyyah menjadikan ‘%7fyang hidup di kalangan ahli Madinah
sebagai dasar menetapkan hukum dan mendahulukannya dati badith ahad,
dan juga menggunakan %/ sebagai dalil dalam menetapkan hukum suatu
persoalan ketika tidak ditemukan nas gath’7 tentang persoalan tersebut. Di
samping itu, mereka meninggalkan gzyds ketika bertentangan dengan wrf.
Begitu juga peralihan dari gzyds kepada istihsin dilandaskan atas
pertimbangan %rf*

Adapun  madbhab yang dipopulerkan AbtG Hanifah menetapkan
sumber hukum secara berurutan, yakni a/’-Qur'an, al-sunnab, al-ijma’, qaw!
al-sahabi, al-qiyds, istihsan, al-‘urf, al-maslabab al-mursalah, dan istishab.
Sekalipun ‘urf berada setelah gzygs, namun ketika terjadi pertentangan
antara giyds dengan ‘urfmaka madhhab ini lebih mendahulukan %7f®

Madhhab shaf’iyyah menetapkan sumber hukum secara berurutan
dengan  al-Qurian, al-sunnah, al-ima’, al-giyas, istishab, dan  al-‘urf*
Sehubungan dengan ‘wrf, madbhab shafi’iyyah menggunakannya terlebih
ketika tidak ada ketentuan mengenai batasan tentang sebuah masalah
hukum. Salah satu kaidah yang biasa digunakan adalah:

POl L ab g 2l 3V o Ll Vg lilas ¢ ol 43,50 S

Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlaq, dan tidak ada
ketentuannya dalam syara’ dan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf”

Tetlebih lagi ketika Imam Shafi’i selaku promotor madbhab ini dikenal
memiliki dua pendapat yang dikenal dengan gau/ gadim (pendapat ketika
berada di iraq) dan gqau/ jadid (pendapat ketika berada di Mesir).
Terjadinya dua pendapat ini menurut Mustafa Ibrahim al-Zalami

¢1Ibrahim Ibnu Muasa al-Shatibi, a/-Mmwifagat, (t.tp.: Dar Ibnu ‘Affan, 1997), jilid IV, hal.
143.

62°Abd al-‘Azis al-Khayyat, Nagdriyit al-‘Urf fi al-Ugiid, (Kuwait: Mathbaah Maghawi, 1985),
hal. 39.

63Mustafa Ibrahim al-Zalami, Asbdb Ikbtilaf al-Fugabd’ fi al-Abkim al-Shar’iyyah, (Baghdad:
Dar al-‘Arabiyyah li al-Tiba’ah, 1976), hal. 24-25. Lihat juga Ahmad ibnu ‘Ali Aba Bakar Al-
Khatib al-Baghdadi, Tédrikh Baghdad, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1990), Jilid XIV, hal.
368. Lihat juga Muhammad AbG Zahroh, Abi Hanifah Haydtubn wa ‘ashrubu, Ard’ubn wa
Fighubun, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hal. 207.

¢4Mustafd Ibrahim al-Zalami, Asbdb Ikbtilaf al-Fugahd’ fi al-Abkim al-Shar’iyyah, (Baghdad:
Dar al-‘Arabiyyah li al-Tiba’ah, 1976), hal. 42-43.

5Abd al-Rahman al-Suyat, a/-Ashbah wa al-Nadi'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1983),
hal. 98.
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dikarenakan kondisi masyarakat serta kondisi %7/ yang berbeda diantara
kedua daerah tersebut.”

Selanjutnya adalah madhhab hanabilah yang dipromotori oleh Imam
Ahmad Ibnu Hanbal. Menurut para ulama’, wadbhab ini tidak
menetapkan %7/ sebagai salah satu sumber hukum. Sumber hukum yang
terakomodir adalah a@/-Qur'an, al-sunnab, fatwa sababat dan giyds.”” Namun
demikian, dalam figh madhhab ini sering menggunakan %sf sebagai dasar
penetapan produk fighnya. Hal ini dapat dilihat dalam figh karya Ibnu
Qudamah yang tergolong penyebar wadbhab ini sering menggunakan u7f
sebagai dasar produk fighnya, bahkan terkadang menyandarkannya pada
Imam Ahmad. Salah satunya mengenai ketentuan kafd'ah (kesetaraan)
dalam pernikahan dimana menurut sebagian ulama’ menyatakan bahwa
pekerjaan juga merupakan standard kafi'ah. Namun Imam Ahmad
menyatakan bahwa mengenai standard £afi'ah semacam itu merupakan
ketentuan yang disesuaikan dengan % masyarakatnya.”® Selain itu
tentang permasalahan sewa tenaga untuk menjahit. Jika seseorang
menyerahkan kain tanpa menjelaskan pekerjaan dan tanpa menyebut
ongkos. Maka jika penjahit ternyata membuatkan baju dari kain tersebut,
maka si penajahit berhak atas ongkos tenaga jahit karena ‘7fyang berlaku
memang demikian.” Dan masih banyak lagi produk figh hanabilah yang
ternyata menggunakan %sf sebagai dasar hukumnya.

Keempat madbhab terbesar yang masih dipegangi oleh umat Islam di
dunia, teramati telah menggunakan %/ sebagai dasar penetap hukum
Islam. Oleh karenanya jika %sf oleh mayoritas ulama’ dianggap sebagai
sumber hukum yang mukbtalaf fil) (diperselisihkan) pada dasarnya dapat
dikatakan pendapat salah mengingat madbhab empat yang mewakili
keseluruhan madbhab terbukti menggunakan ‘7f sebagai sumber hukum.
Oleh karenanya sangat mungkin jika kemudian %y disebut sebagai
sumber hukum yang mwujma’ ‘alayh (disepakati).

Wajar jika para ulama’ menetapkan %7f sebagai sumber hukum Islam,
selain karena mendapat legitimasi wahyu, %/ terbentuk secara alami dan
kultural untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan asas fashri’, yang

66Mustafa Ibrahim al-Zalami, Asbib Lkbtilaf al-Fuqaha’ fi al-Abkdm al-Shar’iyyah, (Baghdad:
Dar al-‘Arabiyyah li al-Tiba’ah, 1970), hal. 44-45.

¢"Mustafa Ibrahim al-Zalami, Asbib Lkbtilaf al-Fuqaha’ fi al-Abkdm al-Shar’iyyah, (Baghdad:
Dar al-‘Arabiyyah li al-Tiba’ah, 1970), hal. 46-47.

68°Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid. 7, hal.
374.

‘Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Qudamah, a/-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid. 5, hal.
415.
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menurut Salih ‘Awad ada tiga asas, yakni (1) kemudahan dan
menghilangkan kesulitan dan kondisi sulit, (2) menjaga kemaslahatan
masyarakat umum, dan (3) menciptakan keadilan.”

Sekalipun para ulama’ sepakat menetapkan dan menggunakan 7/
sebagai sumber hukum dalam menetapkan hukum Islam, namun
menurut Mustafa Dib al-Bugha bahwa para ulama’ berbeda dalam hal
jangkauan penggunaan ‘urf.” Hal inilah yang kemudian memunculkan
berbagai pembahasan mengenai syarat pemberlakuan ‘7, macam-
macamnya dan proses pembentukan %sf serta pertentangannya dengan
nas.

Kesimpulan

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa seluruh madzhab hukum Islam
telah menggunakan 'urf sebagai dalil hukum atau sumber hukum
sekalipun para ahli ushul menilai bahwa 'urf adalah kaidah yang tergolong
mukhtalaf. Hal ini mengindikasikan bahwa "urf memiliki peran penting
dalam pengembangan hukum islam di kemudian hari.
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